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1 Pengantar

1. Bisnis kehutinan menghadapi banyvak pungutan negara, baik pungutan vang ditujukan
pada tanab pada hasil huanova, maupun pungutan vang tdak berkaitan dengan ke-
duanva. Tauah sebagat tempat usaha menghadapi dua jenis pungutan, vakni Turan Izin
Usaha Pemantfaatan Hutan (HUPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terhadap ha-
sil hutannys, khususnya kayu, pemerintah memungut Dana Reboisasi (DR) dan Provisi
Sumberdaya Hutan (PSDH).

2. Pajak dan pungutan oleh negara bukan sekedar sebagai sumber penerimaan negara, te-
tapi juga merupakan instrumen yang dapat mempengaruhi perilaku warga negara. De-
ngan kata lain, pajak dan pungutan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk men-

*Disampaikan dalam diskusi vang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Flutan Indonesia di Jakavta pada
tanggal 10 Agustus 2010
"Fakultas Kehutanan B, Bogor.
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o

capai tujuan di luar pencapaian penerimaan negara. Sayangnva, perintah lebih banyak

fokus pada unsur sumber penerimaan negara saja.

Tantangan pembangunan ke depan tidak dapat dihindari memerlukan peran hutan yang
dikelola secara lestari. Ada beberapa faktor yang mendukung hal ini, vakni krisis peru-
bahan iklim global, krisis pangan dan air, krisis energi, kerusakan sumberdaya hutan
sebagai penunjang kehidupan dan inti dari lingkungan hidup, serta lemahnva kapitali-
sasi keungguian komparatif dari sumberdaya hutan. Sementara itu, pengelolaan hutan
produksilestari (PHPLY menjadi semakin mahal karena harus mengakomodasi tuntutan
lingkungan dun sosial.

Dalam mengumpulkan penerimaan tersebut sering pemerintah mengabaikan kerumit-
an yang dialami oleh waijib pajak atau wajib bayar. Penvederhanaan prosedur penghi-
tungan dan pembavaran sangat diperlukan. Fokus tulisan ini adalah pada Pajak Bumi
dan Bangunan, Pertanyaan vang ingin dijawab adalah bagaimuana bisnis kehutanan me-

nyikapi PBB dalam konteks kekinian?

Paper ini diorganisasi sebagai berikut. Setelah pengantar pendcek ini, scksi 2 akan mem-
bahas prinsip dan peran pajak. Scksi 3 menyampaikan berbagai jenis pajak dan pungut-
an yang ditanggung oleh entitas bisnis kehutanan. Selanjutnya sckst 4 menyajikan posisi
kehutanan saat ini vang kemudian disusul dengan seksi 5 yang membahas permasalah-
an yang ditiidapi oleh bisnis kehutanan saat ini. Akhirnya, paper ini ditutup dengan
kesimpulan dan rekomendasi vang disajikan pada seksi 6.

2 Prinsip dan Peran Pajak

2.1 Prinsip

Pemajakan dlai tanab merepresentasikan suatu ganti rugi terhadap anggota masyarakat

lain karena hak istinewa dari menguasai sesuatu vang tidak diciptakan sendiri oleh pemegang

hak, dan nilai pasar dari sesuatu yang dikuasai tersebut merupakan suatu produk sosial, bu-

kan individual (Andelson, 2000}, Ihilah landasan moral pemajakan tanah yang telah diterima

secara luas.

Dalam penjelasan UU 12 tahun 1994 disebutkan bahwa pada hakekatnya, pembayaran

Pajak Bumi dan Bungunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasi-

onal dalam pembiavaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannva

harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang
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oleh sistem administrasi perpajakan vang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewa-
jiban pembayaran pajak.

Prinsip tersebut di atas senada dengan prinsip pajak vang disampaikan oleh Adam Smith
lebih dari dua abad vang lalu:

1. Wajib pajak harus berkontribusi sebagai imbalan bagi dukungan pemerintah sedapat
mungkin sebanding dengan kemampuan masing-masing; vakni, sebanding dengan pe-
nerimaan yang dinikmati oleh masing-masing orang vang memperoleh perlindungan
dari negara;

2. Pajak vang harus dibayarkan oleh setiap individu haruslah pasti dan tidak semaunya.
Waktu pembavaran, cara pembavaran, jurnlah yang harus dibayvar, hendaknva jelas dan

sederhana bagi wajib pajak dan bagi siapapun.

3. Setiap pajak harus ditavik pada wakiu dan dengan cara vang paling memudahkan bagi
wajib pajak untuk membayarnva.

4. Setiap pajak hendaknya dipungut dengan cara sehemat mungkin dan biaya-biaya vang
terkait dengan pemungutan pajak tersebut tidak melampaui pajak vang disetorkan ke-
pada negar.'

2.2 Peran

Dua peran pokok yang dilakukan oleh pajak adalah

1. Sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai berbagai keperluan, seperti pem-
bangunan, penyediaan fasilitas publik, dan subsidi.

2. Sebagai instrumen fiskal vang mengarahkan warga negara atau pihak lain untuk berpe-
rilaku tertentu sesuai dengan tujuan vang diinginkan. Dengan kata lain, pajak dapat di-
gunakan sebagai insentif/disinsentif.

Peran pajak yang [ain masih banvak, tetapi secara umum berkaitan dengan atau dapat diturun-
kan dari dua peras pokok tersebut. Peran pajak untwik mengurangi kesenjangan pendapatan
harus ditempuh melalui redistribusi penerimaan negara dari pajak. Pajak dapat digunakan se-
bagaiinstrumen pengendalian lingkungan arau untuk melindungi industri dalam negeri mela-
lui perubahan peritaku produksi, konsumsi, dan perdagangan menuju ke perilaku yang ramah
lingkungan (green), terkait dengan upaya mitigasi perubaban iklim global.

! prinsip keempat ini merupakan terjemahan bebas dari “Every tax ought to be so contrived as both to rake out
and to keep outofthe pockets of the people aslittle as possible over and above whatitbrings into the public treasury
of the state” dengan menyarikan penjelasan dari pernvataan tersebut yang terdapat dalam The Wealth of Nations.
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Pajak dan Pungutan di Bisnis Kehutanan

Ada beberapa jenis pajak dan pungutan vang dikenakan pada bisnis kehutanan, baik

pajak atau pungutan vang berbasis luas areal maupun yang berbasis volume kayu:

1.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi
dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Ta-
hun 1994.PBB adalah pajak vang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang
ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek
{(siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak property seperti PBB dapat digantikan dengan jenis pajak yang lain, seperti pajak
hasil hutan dan pajak produktivitas hutan (Klemperer, 1996). Suatu pajak hasil dibeban-
kan sebagai persentase dari nilai tegakan vang dipanen. Pajak ini mirip dengan PSDIL
Pajak produktivitas secara garis besar merupakan jumtah yang tetap setiap tahun ter-
lepas dari jumiah kavu berdiri. Secara teoritis, tapak berkualitas lebih baik membayar
pajak produktivitas yang lebih tinggi daripada tapak yang lebih miskin. Tanah vang lebih
produktif secara teoritis akan membert hasil lebih tinggi sehingga antara pajak hasil dan
najak produkitivitas dapat sejalan.

furan izin usaha pemantfaatan hutan yang selanjutnya disingkatr WUPH adalah pungut-
anyang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan
hutan tertentu (U 4171999 Pasal 35 ayat (1) dan PP 6/2007 serta PP 3/2008). Definisi
ini tidak menvebutkan berapa kali HUPH dipungut selama masa izin tersebut berlaku.
Dalam PP 34/2002 yanyg dibatalkan oleh PP 6/2007, TTUPH didefinisikan sebagai pungut-
an yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan

hutan tertentu, vang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.

Dana Reboisasi (DR). Dalam PP 35/2002, DR didefinisikan sebagai pungutan dengan
jumlah tertentu vang dikenakan pada setiap unit kayu vang dipanen dari hutan alam.
Efek dari DR adatah meningkatkan biaya marginal atau mengurangi harga efektif yang
ditevima pengusaha yang pada akhirnya mengurangi laba. Satu satuan luas areal vang

memproduksi kavu febih banvak akan membayar DR lebily banvak juga.

Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH). PSDH atau Resources Rovalty Provision adalah pu-
ngutan yany dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yvang dipungut dari
hutan Negara. PSDH dipungut berdasarkan nilai dari kayu yang dipanen. Efek dari PSDH
adalah menurunkan harga efektif dari kayu vang diterima oleh pengusaha hutan dengan
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konsekuensiianjutannya berupa penurunan laba, Seperti halnva DR, dalaim kasus PSDI
satua satuan tuas arcal vang memproduksi kayu lebih banyak akan menghasilkan PSDE

lebih banvak juga.

Pasal 7 PP 51 1998: Pajak Bumi dan Bangunan atas arcal blok tebangan dikenakan se-
suai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.
Mengingat kedudukannya yang lebih tinggi maka terbitnya PP 5171998 harus memba-
talkan Keppress 30/1990.°

Selain pajak dan punguian di atas, bisnis di seklor kehutanan masih dibebani dengan
(1) pajak dalam bentuk PPh, PRB, BBNKB, pajak pemanfaatan air permukaan, pajak rekiame,
dan pajak penerangan, (2} retribusi dalam bentuk peredaran hasil hutan, pelayanan jasa tata
usaha wayy, tempat peninbunan kayu CUPK, TPN, Logpond), ijin kepemilikan alat dan mesin
kehutanan, ijin kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai, serta (3) pungutan lain-fain dalam
bentuk sumbangar wajib pembangunan daerah, sumbangan pihak ketiga, kompensasi masya-
rakat adat di dala dan sekitar hutan, dan buka portal, vang debu jalan dan fain sebagainva.

Sceara kesciuruhan pajak dan pungutan vang dilakukan pemerintah telah mencermin-
han keragaman produktivitas tanah vang diusahakan sebagai hutan produksi. Jika PBB hendak
dikait an dengan tingkat manfaat vang diterima oleh pengguna tanah, maka pemerintah perlu
meliliat hubungan antara PBR dengan bentuk pungutan vang lain. IHUPH, DR, dan PSDH je-
tas nmrempunyai efek mengurangi mantaat yang diterima oleh pengguna tanah. Apakah hal ini
berimplikasi bahwa bila DR dan PSDH dinaikkan maka PBB harus diturunkan dan sebaliknya?

Selain sekedar mengumpulkan penerimaan negara, pemerintah perlu menjelaskan ma-
salah vang hendak diselesaikan, apa yang ingin dikendalikan, atau tujuan yang ingin dicapai
mela! ‘i berbagai pajak dan pungutan tersebut. Penjelasan sepertiitu penting agar publik dapat
ikut remberi suibangan pemikiran dan koreksi terhadap langkah vang ditempuh pemerin-
tah. Sayangnya penjelasan seperti itu belum pernah terjadi.

4 Posisi Kehutanan

1. Dewasa ini terdapat sekitar 55,93 juta hektar kawasan hiutan, dimana 32 juta hektar di-
antaranya adalah kawasan hutan produksi. tanpa pengelola efektif di lapangan. Suatu

suimberday: vany terbuka bagi siapa saja untuk melakukan tindakan illegal. Ancaman

< Pasal thayat (B baralds 207 dua pulub persens antuk pembayvaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk untung
reken. g Direktur Jonderal Pajak, Pasol T avat 165 Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud
avat (1 hurufd diatae lebiby linjut oleh Divekuar fenderal Pajak.
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deforestasi dan degradasi sangat besar. Sementara itu, isu lingkungan global banyak
menyoroti hutan dan kehutanan Indonesia. Letter of Intent yang ditandatangani oleh
Pemerintah Indonesia dan Pemerintal Norwegia merupakan salah satu wujud dari per-
hatian dan harapan dunia terhadap peran hutan Indonesia dalam menjawab tantangan
perubahan iklim global.

2. Dibandingkan sektor lainnya, sektor kehutanan merupakan sektor yang paling kuat me-
nunjukkan ciri campuran kepentingan antara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kayu ha-
nya sebagian kecil dari “produk” hutan, sedangkan sebagian besar “produk” hutan yang
lain tidak memiliki harga karena berbentuk public goods. Tidak dapat disangkal bah-
wa keberhasilan Indonesia dalam mengelola hutan tropis merupakan salah satu faktor
penentu utama citra Indonesia di dunia internasional.

3. Hutan tropika menyimpan karbon kurang lebih 250 t C per ha yang kurang lebih setara
dengan 500 t CO; ha. Tabel 1 menunjukkan jumlah karbon di hutan tropis dari berbagai
penelitian yang dikumpulkan oleh Gibbs et al. (2007). Harga internasional kredit karbon
berkisar dari $3.50 per t CO; di Chicago Climate Exchange hingga $15.80 per t CO, di
beberapa pasar Eropa. Meskipun yang dibayar adalah karbon tambahan (additionali-
ty), yakni kenaikan karbon di atas suatu tingkat acuan tertentu, tetap saja pengurangan
hutan akan mempersulit pencapaian simpanan karbon yang melampaui tingkat acuan
tersebut. Dengan asumsi harga kredit karbon $3.50 per t CO,, maka kehilangan seti-
ap hektar hutan alam secara potensial merupakan kehilangan sebesar $2000 dari per-
dagangan karbon. Manfaat penyimpanan karbon oleh hutan ini telah dinikmati umat
manusia selama ribuan tahun tanpa membayar apapun.

Tabel 1: Perkiraan Stok Karbon Hutan Tropis (t C/Ha) (Gibbs et al., 2007)
Houghton (1999)/ Brown Gibbs& Brown IPCC

Asia Tropis Del'ries et al (2002)  (1997)  (2007a, 2007b) (2006)
Seluruh hutan tropis - 151 - -
Tropika equatorial 250 - 164 180/225¢
Tropika musiman 150 - 142 105/169
Tropika kering - - 120 78/96

“Nilai disini masing-masing untuk benua dan semenanjung Asia Tenggara

4. Agar hutan tetap terjaga, maka bisnis atau aktivitas yang berhubungan dengan hutan
harus tetap menarik agar ada pihak yang bersedia hadir di lapangan. Untuk itu, semua
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aktivitas yang mengarah kepada terpeliharanya hutan perlu mendapat dukungan. Se-
baliknya, apa saja yang bersifat disinsentif bagi terpeliharanya hutan harus dihilangkan.
Menurut teori, kegiatan yang menimbulkan eksternalitas positif perlu lebih didorong,
misalnya dengan memberikan subsidi; sedangkan kegiatan yang menimbulkan ekster-
nalitas negatif perlu dibatasi, misalnya dengan pengenaan pajak untuk mengarahkan
agar ckonomi menjadi lebib cfisien. Ketika berbagai lembaga internasional, termasuk
pemerintah asing, mengusahakan pemberian insentif kepada kehutanan Indonesia agar
lebih lestari, mengapa pemerintah Indonesia sendiri malah cenderung meningkatkan
disinsentif?

5 Permasalahan

1.

Ketika isu lingkungan, khususnya dalam kaitannya dengan kelestarian hutan, semakin
menjadi perhatian banyak pihak terutama masyarakat Internasional, penentuan klasi-
fikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak usaha bidang perhutanan yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 terasa tidak searah
dengan kecenderungan dunia tersebut. Keputusan Menteri Keuangan tersebut bersifat
disinsentif terhadap dipertahankannya suatu kawasan dalam bentuk hutan akibat dari
semakin kurang menariknya bisnis kehutanan sehingga kehadiran pengelola di lapang-
an semakin sedikit. NJOP Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan cenderung lebih
tinggi dari yang sebenarnya, sehingga PBB yang dikenakan juga cenderung terlalu tinggi.
Bisnis kehutanan saat ini sedang dalam situasi yang memerlukan insentif dan dukungan
dari pemerintah sccara memadai.

Penentuan NJOP tanah hutan yang didasarkan pada NJOP tanah di sekitarnya sangat bi-
as dan tidak adil.* Harga tanah merupakan refleksi dari nilai harapan tanah, yakni nilai
diskonto dari aliran incormne yang tergantung pada jenis penggunaan tanahnya. Tanah

pertanian di perkotaan memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan harga tanah

3 Pasal 1 angka 1 menyatakan “Nilai Jual Objek Pajak vang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual bel,
NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti.” Sclanjutnya, Pasal 2 ayat (1) dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 menyatakan
“Klasilikasi NJOP Bumi untuk Objek Pajak Scktor Perkebunan, Objek Pajak Scktor Perhutanan, dan Objek Pajak
Sektor Pertambangan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I huruf A Peraturan Menteri Keuangan ini,
yang merupakan hagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Kenangan ini.” Terakhir, Pasal 2 ayat (2)
menvyatakan “Dalam hal nilai jual Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan, dan
Objck Pajak Scktor Pertambangan Iebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi yany (ercantum dalam
Lampiran I huruf A Peraturan Menteri Keuangan ini sebagainmana dimaksud pada ayat (1), nilai jual Bumi tersebut
ditetapkan sebagai NJOP Bumi.”
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pertanian di perdesaan karena lebih beragammya alternatif penggunaan tanah di perko-
taan (Hernawan, 2010). Sebagai contoh adalah satu hektar tanah yang terletak di Jalan
Thamrin. Jika pemerintah menetapkan bahwa tanah tersebut hanya dapat digunakan
sebagai padang rumput, maka harga tanah tersebut pasti jauh lebih rendah dibanding-
kan dengan harga tanah di sekitarnya yang boleh digunakan untuk apa saja. Dengan
kata lain, beban peruntukan tanah yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah akan
menentukan harga tanah yang bersangkutan.

Tanah dalam kawasan hutan oleh pemerintah telah dibebani tugas tertentu yang tidak
dapat digunakan secara bebas sebagaimana tanah milik. Dengan kata lain, pendekatan
pasar bebas dalam penentuan NJOP kawasan hutan tidak tepat dan bahkan dapat mem-
bahayakan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini paling terasa di Pulau Jawa yangluas
hutannya, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, sudah kurang dari luas minimal
yvang diperlukan. Bila diserahkan pada mekanisme pasar secara penuh, maka kawasan
hutan di sekitar perkotaan akan segera dikonversi menjadi peruntukan lain. Memperta-
hankan suatu areal tetap ditumbuhi hutan sementara areal di sekitarnya telah berubal
nmenjadi pemukiman dan industri merupakan suatu pengorbanan yang pantas dibargai,
bukan malah dihukum dengan harus membayar pajak yang lebih tinggi. Peran sektor ke-
hutanan pada sisi kepentingan lingkungan juga perlu dihargai. Tarif PBB kawasan hutan
yang terlalu tinggi dapat dipandang sebagai disinsentif bagi keberlanjutan hutan. Le-
bih dari itu, tanah dalam kawasan hutan itu sendiri tidak dapat diperjualbelikan. Betapa
tidak adilnya lahan hutan yang berfungsi sebagai penyeimbang emisi gas rumah kaca
harus disetarakan dengan lahan yang dipakai usaha industri yang menghasilkan emisi.

3. PBB yang ditetapkan berdasarkan NJOP bias terhadap penggunaan yang padat kapital
(Klemperer, 1996)." NJOP dan selanjutnya PBB ditentukan oleh investasi. Hal seperti ini
dapat mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan tanah pada kondisi terbaiknya
untuk menghindari pajak yang terlalu tinggi. Secara teoritis pajak tanah yang didasar-
kan pada nilai sebelum dilakukan perbaikan akan menimbulkan distorsi yang paling ke-
cil (Deininger, 2003). Oleh karena itu, bila ingin adil sesuai dengan alasan moral pajak
tanah maka pemerintah perlu mengenali pihak mana yang telah melakukan investasi
sehingga nilai suatu tanah menjadi lebih tinggi sebelum menetapkan NJOP tanah yang
bersangkutan. Tentu saja ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah, tetapi dapat dila-
kukan bila ada kemauan politik yang kuat.

4 Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang dipevoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan
obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan bary, atau Nilai Jual Obyck Pajak pengganti (Pasal 1 angka 3, UU 12
tahun 1985)
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PBB yang di dasarkan pada nitai investasi sangat tidak adil. Hubungan kelas kemampuan
tanah dan investasi adalah hubungan terbalik (Gambar 1), Tanah yang mempunyai kelas
kemampuan tinggi atau bonita tinggi untuk tanah hutan, memerlukan investasi yang le-
bih kecil dibandingkan tanah dengan kelas kemampuan atau bonita lebih rendah untuk
mencapai tingkat produksi yang sama.” Akibatnya, pihak yang kurang beruntung karena
mendapatkan tanah yang mempunyai kelas kemampuan rendah harus membayar PBB
yang lebih tinggi dibandingkan pihak yang lebih beruntung karena mendapatkan tanah
vang mempunyai kelas kemampuan lebih tinggi. Ringkasnya, sifat PBB adalah meno-
long pihak yang telah beruntung dan membebani pihak yang kurang beruntung. Usaha
hutan tanaman sangat dirugikan dengan cara penetapan NJOP seperti ini.

Investasi

Kesuburan Tanah

Gambar 1: Hubungan Kelas Kesuburan Tanah dan Investasi

4. Formula penghitungan PBB adalah sebagai berikut:

PBB = Tarif x NJKP x (NJOP — NJOPTKP) (1)

Tetapi dalam surat penagihan PBB terdapal suatu parameter dalam bentuk persentase
yang tidak terdapat dalam formula resmi penghitungan PBB. Apa yang menjadi dasar pe-
nentuan besaran parameter tersecbut dan siapa yang berwenang menentukannya? Tan-

pa kejelasan aturan main yang digunakan, penentuan besaran parameter tersebut dapat

® Bonita adalah suatu indeks yang menunjukkan kesuburan atau produktivitas tanah tanah hutan untuk suatu
jenis tertentu dan diheri skala 1 untuk tanah yang kesuburan atau produktivitasnya paling rendah. Konsep yang
serupa dengan bonita adalah site index. Berbeda dengan skala bonita, skala site index | menunjukkan tanah yang
paling subur atau paling produktif.
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menjadi ajang negosiasi antara petugas pajak dan wajib pajak yang berujung kepada ke-
rugian negara.

6  Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1 Kesimpulan

1. Nilai tanah dalam kawasan hutan tidak sepatutnya diukur dengan menggunakan pende-
katan pasar bebas karena tanah dalam kawasan hutan merupakan “regulated land” yang
nilainya tidak tunduk pada mekanisme pasar bebas. Dengan demikian penggunaan kon-
sep NJOP yang digunakan dalam penetapan PBB tidak tepat.

2. Disamping menghasilkan kayu dan produk tangible lainnya, hutan juga menghasilkan
mantaat yang tidak ada pasarnya. Manfaat kedua ini dalam ekonomi lazim disebut de-
ngan eksternalitas positif yang perlu mendapat apresiasi dari masyarakat.

6.2 Rekomendasi

1. Sebaiknya pemerintah Iebih mengharmoniskan semua bentuk pajak dan pungutan di

sektor kehutanan untuk memudahkan wajib bayar melaksanakan kewajibannya.

2. Selama proses harmonisasi tersebut, selayaknya pemerintah membebaskan bisnis ke-
hutanan dari kewajiban membayar PBB sebagai wujud apresiasi masyarakat terhadap
eksternalitas positif yang dihasilkan dari hutan. Selanjutnya, pemerintah dapat “mema-
sarkan” hutan Indonesia yang tumbuh dengan baik di dunia Internasional untuk mem-
peroleh kompensasi.
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